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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR  57/710/  TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, maka perlu membentuk Tim

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398), 4~
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota /
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1). /
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MEMUTUSKAN :

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut :

1.

Menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan
Minimal dengan Perangkat Daerah pengampuh Standar
Pelayanan Minimal;

Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran  dan
sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan
Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
Mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke
dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan
memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal
terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah
termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
Mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke
dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan
memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal
terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber
pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk
penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten
Kepulauan Sangihe,;

Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten
Kepulauan Sangihe;

Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar
Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan

Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima

manfaat; /
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10. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat

11

terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat
melalui sistem informasi pembangunan daerah yang
terintegrasi; dan

Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan
melakukan  analisis sebagai rekomendasi untuk

perencanaan tahun berikutnya.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sumber lainnya yang sah

dan tidak mengikat.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Kepulauan Sangihe Nomor 125/710/Tahun 2020 tentang Tim

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan
Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 14 Januari 2021

BUPATI KEPUNAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR  57/710/TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENANGGUNGJAWAB BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
KETUA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE.

WAKIL KETUA

KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

ANGGOTA 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

7. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE,

8. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

/
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10.

11.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH LIUN
KENDAGE TAHUNA.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ES EZAR GAGHANA




